SALINAN

BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA ,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3), pasal 15

ayat (2), pasal 19 ayat (3), pasal 41 ayat (5), pasal 67 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara  Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Daerah Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587); sebagai mana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perarturan Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi
pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( lembaran daerah
kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 nomor 1 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa ( lembaran daerah kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2018 nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 236);



Menetapkan

SALINAN

MEMUTUSKAN:

: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Peraturan Bupati Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut
peraturan adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang
tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo

Utara.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah.

Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan  mengurus urusan  pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal; usal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
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merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah desa,pemerintah desa,dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh badan
permusyawaratan desa untu menyepakati hal yang bersifat

strategis.

Pemilihan kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam

rangka memilih kepala desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerabh;

Panitia penyelenggara adalah panitia yang dibentuk oleh
Bupati untuk membentuk panitia seleksi calon anggota PPK
dan melakukan pengawasan,monitoring,evaluasi terhadap

penyenggaran pemilihan kepala desa serentak

Panitia seleksi PPK adalah panitia yang melakukan tahapan

seleksi calon anggota PPK

Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia pemilihan kepala Desa yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses

Pemilihan Kepala Desa

Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang

berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas,
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hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam

kurun waktu tertentu dari unsur Pegawai Negeri Sipil;

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih

dalam pemilihan Kepala Desa;

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta

ditambah dengan pemilih baru;

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih

Sementara;

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah

pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh
Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari Warga
Masyarakat Desa setempat.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia
baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi,
pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi
persyaratan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya

disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan
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Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

30.Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang
berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah
terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

31.Pembinaan adalah  pemberian  pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

32. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai
Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

33.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pilihannya.

34. Hari adalah hari kalender

BAB II
PANITIA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERANTAK
Bagian kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Bupati sebagai penangungjawab penyelenggaraan pemilihan
kepala desa serentak;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1)
Bupati membentuk panitia penyelenggara  tingkat
kabupaten;

(3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas membentuk panitia seleksi calon anggota PPK dan
melakukan Monitoring, evaluasi terhadap penyenggaran
pemilihan kepala desa serentak;

(4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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Bagian Kedua
Panitia Seleksi PPK
Pasal 3
(1) Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota PPK;
(2) Panitia seleksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan Bupati;

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari 5 (lima) orang yang berasal dari Pegawai negeri sipil

Daerah
(4) Susunan keanggotaan Panitia seleksi terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 4 (empat) orang anggota
(5) Panitia seleksi sebagaiman dimaksud pada ayat (2)

melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

b. Menerima pendaftaran calon PPK;

c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;

f. Menetapkan 10 (sepuluh ) orang calon anggota PPK

g. Menyerahkan daftar 10 (sepuluh ) orang calon anggota

PPK kepada Bupati untuk diuji Kepatutan dan
kelayakan oleh DPRD kabupaten Gorontalo Utara

h. Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPK.

Pasal 4

(1) Panitia seleksi mengumumkan pembukaan pendaftaran

seleksi calon anggota PPK.
(2) Pengumuman dilakukan di tempat-tempat yang
memudahkan akses publik.

Pasal 5

(1) Panitia seleksi menerima pendaftaran calon anggota PPK.

(2) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan

mengirimkan syarat pendaftaran sebanyak rangkap 2 (dua)

yang terdiri dari 1(satu) asli dan 1(satu) fotocopy.




SALINAN

Pasal 6

(1) Panitia  seleksi melakukan penelitian administratif
kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dimulai 1 (satu)
hari sejak selesainya masa pendaftaran.

(2) Panitia seleksi mengumumkan hasil penelitian administratif
kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang
mudah diakses publik.

Pasal 7

(1) Nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi
selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.

(2) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara dimulai 3 (tiga) hari
sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

(3) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah.

(4) Materi seleksi tertulis meliputi:

a. Pengetahuan umum tentang penyelenggaraan
pemerintah daerah
b. Pengetahuan tentang Pemilihan Kepala Desa ;

(5) Materi seleksi tertulis Pengetahuan umum tentang
penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pengetahuan
tentang Pemilihan Kepala Desa dibuat dan disiapkan oleh
Panitia seleksi;

(6) Panitia seleksi menetapkan sebanyak 10 (sepuluh ) calon
anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan seleksi
wawancara untuk dilaporkan kepada Bupati.

(7) Bupati mengajukan calon anggota PPK hasil seleksi
sebagaimana di maksud pada ayat (6) kepada DPRD untuk
uji Kepatutan dan kelayakan;

(8) DPRD melaksanakan wuji kepatutan dan kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu)
bulan.

(9) Hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagimana dimaksud
pada ayat (8) disampaikan kepada bupati.

(10) Bupati menetapkan anggota PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dengan keputusan bupati.
(11) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan hasil uji kepatutan

dan kelayakan kepada bupati sebagaimana dimaksud pada
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ayat (8),Bupati menetapkan 5 orang dari 10 calon anggota
PPK hasil seleksi sebagiman dimaksud ayat (6) dengan
keputusan bupati.

(12) Bupati melantik 5 (lima) orang anggota PPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kabupaten
Paragraf 1
Kedudukan, Susunan Keanggotaan PPK
Pasal 8
PPK berkedudukan di ibu kota daerah

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

c. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
d. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota ; dan
e. 3 (tiga) orang anggota.
(2) Ketua PPK dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota
PPK.

Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati

Paragraf 2
Tugas PPK
Pasal 10
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

a. Menetapkan Jadwal, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan dan Mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala desa ;

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan
kepala desa terhadap panitia pemilihan dan pengawas
lapangan;

c. Menetapkan jumlah surat suara dan Kotak suara;

d. Mencetak surat suara dan pengadaan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainya;
e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta

perlengkapan pemilihannya kepada panitia pemilhan;
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Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan
melaporkan hasil serta membuat rekomendasi ;
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan;

Mengangkat pengawas lapangan;

Membentuk kesekretariatan pemilihan kepala desa yang
bertugas membantu pelaksanaan tugas PPK;
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Tugas ketua PPK adalah :

b.
C.

d.

memimpin kegiatan PPK;
mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang

perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. Menandatangani hasil keputusan PPK

melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu
untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala

desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

(2) Tugas wakil ketua dan anggota PPK adalah:

. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;

. melaksanakan  tugas sesuai dengan = peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK

sebagai bahan pertimbangan.

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan

Pasal 12

(1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

(2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang

sama untuk memberikan pendapat dan saran.
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(3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen
dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat)
orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang anggota yang hadir.

(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil

berdasarkan suara terbanyak.

BAB III
KESEKRETARIATAN PPK
Pasal 14

(1) PPK dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku instansi
pemerintah Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan Desa.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk
sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPK dari
aparatur sipil negara, yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gorontalo Utara

(3) Sekretaris PPK dapat dibantu staf Sekretariat
bantuan/fasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, terdiri dari :

a. staf sekretariat urusan tata wusaha, keuangan dan
logistik pemilihan kepala desa serentak; dan
b. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;

(4) Staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah bantuan dan fasilitas Dinas Pemeberdayaan
Masyarakat dan Desa.

(5) Masa tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.
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Pasal 15
(1) Tugas sekretaris PPK adalah :
a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
(2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung
jawab kepada kepala Dinas Permerdayaan Masyarakat

dan Desa.

Pasal 16

(1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan
pemilihan kepala desa serentak.

(2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan
perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala
urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan
pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas
pembiayaan pemilihan kepala desa untuk kegiatan PPK,
serta menyiapkan perlengkapan pemilihan kepala desa
serentak beserta kelengkapan administrasinya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya staf  sekretariat

bertanggung jawab kepada sekretaris PPK

BAB VI
PENGAWAS LAPANGAN
Pasal 17
(1) Untuk membantu PPK dalam pengawasan pemilihan di
tingkat Desa, PPK mengangkat pengawas lapangan di

setiap Desa atas usul BPD.

(2) Jumlah pengawas lapangan untuk setiap Desa sebanyak 1

(satu) orang.
(3) Kriteria Pengawas lapangan terdiri atas :
1. minimal berijazah SMU atau sederajat;
2. Berusia minimal 25 tahun

3. Penduduk desa setempat minimal 1(satu) tahun yang
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dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih

berlaku;

(4) Pengawas Lapangan dipilih melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18
(1) BPD menyampaikan 1 (satu) orang pengawas lapangan
berdasarkan hasil musyawarah Desa kepada PPK untuk

ditetapkan.

(2) Pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

(satu) ditetapkan dalam keputusan PPK.

Pasal 19
(1) Pengawas Lapangan melakukan pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan
data kependudukan dan penetapan daftar,daftar pemilih
hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
perlengkapan logistik Pemilihan kepala desa serentak
dan pendistribusiannya;

4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses
penghitungan suara di setiap TPS;

S. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

(2) Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan
dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.

(3) Pengawas Lapangan sedapat mungkin membawa alat
perlengkapan pengawasan berupa alat tulis menulis.

(4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak kepada

PPK.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Pasal 20.
(1) Bupati menetapkan Desa yang melaksankan pemilihan

kepala Desa serentak secara bergelombang
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(2) Waktu Pelaksanaan pemilihan kepala desa serantak secara
bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 21

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan,;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Bagian ke tiga
Tahapan Persiapan
Pasal 22

(1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia

pemilihan Kepala Desa.

(2) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.

(3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah

pemberitahuan akhir masa jabatan;
Pasal 23

(1) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa dengan mengundang anggota lembaga
kemasyarakatan, tokoh masyarakat Desa setempat dan
Camat dalam melaksanakan pembentukan panitia

pemilihan kepala Desa.

(2) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa,

lembaga pemberdayaan masyrakat, dan masyarakat Desa.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan BPD.
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Pasal 24

(1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat
pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak
akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa dan bersedia

menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Setiap  anggota  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa
mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD
yang disaksikan oleh Camat atau pejabat yang mewakili.

(3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa
saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai
anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam
menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya
Panitia Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kepentingan Daerah daripada kepentingan

pribadi atau golongan”.

Pasal 25

Laporan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui

camat.

Pasal 26.
(1) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri dari
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;

c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota; dan

d. 4 (empat) orang Anggota.
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Pasal 27

(1) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal

(2)

26 mempunyai tugas :

a.

melaksanakan jadwal tahapan pemilihan berdasarkan

jadwal tahapan pemilihan yang ditetepkan oleh PPK;

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan

pelaksanaan pemilihan tingkat Desa;

merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada

Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye

berdasarkan petunjuk PPK;
menetapkan jadwal dan lokasi kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan

tempat pemungutan suara,
melaksanakan pemungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

mengumumkan hasil pemilihan; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan kepada BPD.

Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal

26 mempunyai kewajiban:

a.

b.

memperlakukan Calon secara adil dan setara;

melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat

waktu;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BPD;

menjaga dan melindungi data, dokumen dan

perlengkapan pemilihan yang dalam penguasaannya;
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menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan
pemilihan kepada BPD setelah masa kerjanya selesai;

dan

mentaati segala ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 28

Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak

pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala

Desa terpilih.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 29

(1) Panitia menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup

(2)

(1)

(2)

(3)

pengadaan surat suara, kotak suara, tinta, honorarium
panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang
mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala

Desa;

Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
berpedoman pada alokasi DPA SKPD yang membidangi

urusan pemerintahan Desa.

Pasal 30

Persetujuan Bupati atas perencanan biaya pemilihan yang
bersumber dari APBD selambat lambatnya 30 (tiga puluh)
Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Salinan dokumen perencanaan biaya sebagaimana
dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPK.

Penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana
bantuan keuangan biaya pemilihan yang bersumber dari
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman
pada Keputusan Bupati

Pasal 31
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(1) Persetujuan Kepala Desa atas perencanan biaya pemilihan
yang bersumber dari APBDes selambat lambatnya 30 (tiga
puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia

(2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa
menyalurkan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tahapan Pencalonan
Pasal 32

(1) Panitia  Pemilihan mengumumkan dan  membuka

pendaftaran calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melalui papan pengumuman, selebaran, radio, dan/atau
media informasi lainnya yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa setempat yang paling sedikit memuat

tempat dan waktu pendaftaran.
Pasal 33
Calon wajib memenuhi persyaratan :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. Dberkelakuan baik;

e. Dberpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

pertama atau sederajat;

f.  berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada

saat mendaftar;
bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai

pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

sehat jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkotika,

psikotropika dan zat adiktif;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan;

tidak pernah berhenti dari jabatan kepala desa dalam
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan pada 1 (satu) kali

masa jabatan sebelumnya;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

mengundurkan diri sebagai anggota BPD, Perangkat
Desa, dan direksi,komisaris, dewan pengawas dan/atau
karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.

bukan penjabat Kepala Desa;
bersedia mentaati segala ketentuan Pemilihan; dan
memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 34

Kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dibuktikan dengan:

a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara
Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang;
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b. surat pernyataan yang menyatakan:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

3. bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

4. tidak akan mengundurkan diri dari Calon;

5. akan mentaati segala ketentuan tentang Pemilihan;
dan

6. telah mengajukan surat pengunduran diri dari
jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon
yang berstatus sebagai angggota BPD dan/atau
Perangkat Desa.

c. fotocopi ljazah/STTB Sekolah Menengah Pertama atau
sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama
dengan I[jazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

d. surat keterangan catatan kepolisian;

e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih;

2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
korupsi; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya
sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap.

f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit umum
Daerah;

g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit umum
Daerah atau instansi berwenang;

h. surat keterangan dari Camat bahwa:
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1. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan;

2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa
pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya; dan

3. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa.

i. dokumen laporan harta kekayaan serta surat tanda
terima telah menyerahkan dokumen laporan harta
kekayaan dari organisasi perangkat Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah
Daerah;

j.- dokumen visi dan misi; dan

k. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar
serta Salinan digitalnya (soft copy).

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai
cukup.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 6 dilengkapi:

a. salinan surat pengajuan pengunduran diri sebagai:

1. anggota BPD;

2. Perangkat Desa; atau

3.direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau
karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.

b.tanda terima dari pejabat yang berwenang atas
penyerahan surat pengajuan pengunduran  diri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Pas foto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k
adalah pas foto berlatar belakang putih dan Calon
memakai kemeja warna putih, jas dan dasi berwarna
gelap.

(5) Format isian laporan harta kekayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam lampiran
I yang merupakan bagian yang tidk terpisahkan dalam

peraturan bupati ini
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Pasal 35

(1) ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti
sejak di tetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya

pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
pada saat mendaftarkan diri sebagai calon, wajib
menyerahkan persyaratan administrasi berupa izin tertulis

dari pembina kepegawaian.

(3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
diperoleh akibat adanya larangan ketentuan peraturan
perundang-ungangan bagi pejabat pembina kepegawaian,
ASN wajib menyerahkan salinan permohonan izin tertulis
oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri dalam

negeri.
Pasal 36

(1) penjabat kepala desa yang mencalonkan diri menjadi calon
kepala desa wajib mundur dari jabatan sebagi penjabat
kepala desa.

(2) penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada pasal
35

(3) penngunduran diri sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri
dari jabatannya yang disampaikan kepada bupati melalui

camat.
Pasal 37

(1) Selain kelengkapan administrasi, bagi Kepala Desa atau
mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri pada
pemilihan, pada saat mendaftarkan diri wajib

menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

a. Dokumen atau salinan dokumen laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa
jabatan, beserta surat tanda terima atau salinan surat
tanda terima dokumen laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dari bupati

atau camat;
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b. Dokumen atau salinan dokumen laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun
anggaran, beserta surat tanda terima atau salinan surat
tanda terima dokumen laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa setiap tahun anggaran dari bupati

atau camat; dan

c. Dokumen atau salinan dokumen laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun
anggaran, beserta surat tanda terima atau salinan surat
tanda terima dokumen laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun

anggaran dari BPD;

(2) Tanda terima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf c, adalah tanda terima

dokumen tahun 2016 dan tahun 2017

(3) Apabila surat tanda terima atau salinan surat tanda terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf c tidak diperoleh/ditunjukan, calon kepala
desa menyerahkan surat pernyataan bermaterai telah

menyampaikan laporan.
Pasal 38

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih
dari S5 (lima) orang, bakal calon diajukan oleh Panitia

Pemilihan kepada PPK untuk dilakukan selekasi tambahan.

(2) PPK melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan kriteria:

a. pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan;
b. tingkat Pendidikan;

c. usia; dan

d. wawancara.

(3) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d meliputi:

a. pengetahuan Wawasan kebangsaan
b. pengetahuan Penyelenggaraan pemerintah dasa

c. pengetahuan Regulasi Desa
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(6)
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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d. Pengetahuan khusus Kearifan lokal

Pengetahuan khusus Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d adalah pengetahuan adat istiadat atau
kebiasan-kebiasan sosial hukum yang berlaku

dimasyarakat.

Bakal calon sebanyak 5 (lima) orang yang memperoleh nilai
tertinggi dari seleksi tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampikan oleh PPK kepada Panitia Pemilihan

untuk ditetapkan sebagai Calon.

Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon
diberikan oleh PPK kepada masing masing Bakal Calon dan
disampaikan kepada Bupati.

Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon

tidak bersifat rahasia.

Bagian Keenam
Kampanye
Paragraf 1

Pelaksanaan Kampanye
Pasal 39

Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa;

Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 14 (empat belas ) Hari;

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung
jawab.

Pasal 40

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)
memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa
jabatan kepala desa.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program

yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
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Paragraf 2
Penyusunan Visi dan Misi

Pasal 41

Penyusunan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 meliputi sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

Kata Pengantar

Pendahuluan

Visi dan Misi

- Visi

- Misi

Program kerja yang merupakan penjabaran Visi dan misi
selama 1(satu) Periode jabatan meliputi ;
a. Bidang Pemerintahan

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

d. Bidang Pemberdayaan

Penutup.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Bahan, Perlengkapan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 42
PPK Dbertanggung jawab dalam merencanakan dan
menetapkan standar kebutuhan perlengkapan pemungutan
suara dan melakukan pengawasan percetakan/
penggandaan dan pendistribusian perlengkapan

pemungutan suara.

Sekretaris PPK memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam
pelaksanaan penggandaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 43
Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 terdiri atas:
a. kotak suara;

b. surat suara;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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c. tinta;

d. bilik suara;

e. segel,;

f. ATK

g. alat untuk mencoblos pilihan; dan
h. tempat pemungutan suara.

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus sudah
diterima Panitia pemilihan tingkat Desa paling lambat 1

(satu) hari sebelum hari pemungutan suara

Pasal 44

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan
oleh Sekretariat PPK .

Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan
pemungutan suara, PPK dapat bekerja sama dengan
pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Bagian Ke Delapan

Jenis, bentuk, ukuran dan warna surat suara
Pasal 45

Jenis dan ukuran surat suara adalah kertas HVS 70 gram
maksimal 33 cm x 21,5 cm

Bentuk surat suara sebagamana dimaksud pada ayat (1)
yaitu persegi empat dan atau empat persegi panjang

Warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwarna dasar putih

Bagian Ke Sembilan

Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 46
Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 wita

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia

pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;
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Perhitungan suara sebagamana dimaksud pada ayat (2)

dimulai pada pukul 14.00 wita s/d selesai

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan

salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri
oleh saksi calon, BPD, Pengawas Lapangan, dan warga

masyarakat.

Perhitungan suara dilakukan secara terbuka ditempat yang
terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup,
dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada kertas

plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

Panitia pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan
suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2
(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh

saksi calon.

Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1
(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan
dimasukkan ke dalam kotak suara beserta kelengkapan
pemungutan suara yang pada bagian luar ditempel label

atau segel.

Panitia pemilihan menyerahkan salinan berita acara hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada

BPD setelah selesai penghitungan suara.



SALINAN

Pasal 47
(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara

sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia pemilihan.

(2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa
dengan jumlah TPS tidak lebih dari 1 (satu) TPS dalam
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon
terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada

dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih
dari 1 (satu) orang , atau jumlah suara tidak memilih calon
sama dengan perolehan suara yang memilih calon, calon
terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah pada wilayah

dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48
Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
ayat (5), salinan peromohonan izin tertulis sebagaimana
dimaksud dalam pasal 35 ayat (3), surat permohonan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat
(3) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal
37 ayat (3) diserahkan oleh calon kepala desa kepada panitia

pemilihan sebelum penetapan calon



SALINAN

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Gorontalo Utara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Disahkan di Gorontalo Utara
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI GORONTALO UTARA,

Ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara
pada tanggal 29 Oktober 2018

Plh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Ttd

THAMRIN I YUSUF
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018

NOMOR : 360



